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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA 

NOMOR 02 TAHUN 2010 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN KEPULAUAN SULA 

TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN SULA, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai  dengan 

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara 

unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 

untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 

perubahan APBD tahun anggaran 2010; 

  b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD 

tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor (3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor Tahun 1994 (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);  

  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomo 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 246., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);  

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nemor 3688); 
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4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bea  Hak Atas Tanah dan 

Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan 

Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi 

Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264); 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

7. Udang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004, tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentag Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nimir 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
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12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun Tahun 2005 tentang sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 46140); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SULA 

Dan 

BUPATI KEPULAUAN SULA 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah  Rp. 427.905.250.000 

bertambah/berkurang sejumlah (Rp. 411.002.651) Sehingga menjadi  Rp. 427.494.247.349 dan 

BelanjaDaerahsemula berjumlah Rp. 429.733.374.969, bertambah/berkurang  sejumlah 

Rp.36.692.283.622 sehingga menjadi Rp 466.425.658.591 dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. Pendapatan 

 a. Semula Rp. 427.905.250.000 

 b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 411.002.651) 

 

 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 427.494.247.349 

2. Belanja 

 a. Semula Rp. 429.733.374.969 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 36.692.283.622 

  

 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 466.425.658.591 

 Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 38.931.411.242) 

3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan 

  1). Semula Rp. 3.5000.000.000 

  2). Bertambah Rp. 36.431.411.242 

 

  Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 39.931.411.242 

 b. Pengeluaran  

  1). Semula Rp. 1.000.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 
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 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan  Rp. 1.000.000.000   

 Jumlah Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan Rp. 2.500.000.000 

 Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 38.931.411.242 
 

 

Pasal 2 

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

  a. Pendapatan Asli Daerah 

  1). Semula Rp. 20.000.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 8.684.200.000 

 

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 28.684.200.000 

 b. Dana Perimbangan 

  1). Semula Rp. 348.605.250.000 

  2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.810.378.983) 

 

 Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 339.794.871.017  

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

1). Semula Rp. 59.300.000.000 

 

2). Bertambah/(berkurang) (Rp.         284.823.668) 

   

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah  

 Setelah Perubahan Rp. 59.015.176.332 

2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan : 

 a. Pajak Daerah 

  1). Semula Rp. 1.705.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 1.705.000.000 
 

 b. Retribusi Daerah 

  1). Semula Rp. 2.496.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 684.200.000 

 

 Jumlah Retribusi setelah perubahan Rp. 3.180.200.000 
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 c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan 

  1). Semula Rp. 200.000.000.. 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp.                           - 

 

 Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang 

 Dipisahkan Setelah perubahan Rp. 200.000.000.. 

 

 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan 

  1). Semula Rp. 15.599.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 8.000.000.000 

 

 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

 setelah perubahan Rp. 23.599.000.000 

3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 
  

 a. Dana Bagi Hasil 

  1). Semula Rp. 20.000.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 55.352.871.017 

 

 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 75.352.871.017 

 b. Dana Alokasi Umum 

  1). Semula Rp. 270.413.200.000 

 

  2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 34.053.200.000) 

 

 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 236.360.000.000 
  

 c. Dana Alokasi Khusus 

  1). Semula Rp. 58.192.050.000 

  2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 30.110.050.000) 

 

 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 28.082.000.000 
 

4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 

dari jenis pendapatan : 

  a. Hibah 

  1). Semula Rp. - 
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  2). Bertambah/(berkurang) Rp.     1.000.000.000 

 

 Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 1.000.000.000 

 b. Dana Darurat 

  1). Semula Rp. 22.500.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 22.500.000.000) 

 

 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. - 

 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

  1). Semula Rp. 1.800.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 400.000.000 

 

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

 Dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 2.200.000.000 

 d. Dana Penyesuaian Desentralisasi Fiskal dan 

  Percepatan Pembangunan Daerah  

  

  1). Semula Rp. 35.000.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) (Rp. 482.040.868) 

 

 Jumlah enyesuaian Desentralisasi Fiskal dan 

 Percepatan Pembangunan Daerah 

 Setelah Perubahan Rp. 34.517.959.132 

 e. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana 

  Daerah  

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 11.169.500.000 

 

 Jumlah Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana 

 Daerah Setelah Perubahan Rp. 11.169.500.000 
 

 f. Dana Penyesuaian Penguatan Infrastruktur dan  

  Prasarana Pendidikan  

  

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 3.868.000.000 
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 Jumlah Dana Penyesuaian Penguatan Infrastruktur  

 dan Prasarana Pendidikan Daerah Setelah Perubahan  Rp. 3.868.000.000 

 g. Dana Tambahan Penghasilan Guru  

    

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.292.700.000 

 

 Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru  

 Setelah Perubahan Rp. 4.292.700.000 

 h. Dana Tunjangan Profesi Guru  

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.967.017.200 

 

 Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru  

 Setelah Perubahan Rp. 1.967.017.200 

 

    Pasal 3 

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :  

 a. Belanja Tidak Langsung 

 

  1). Semula Rp. 124.419.809.106 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 17.838.991.090 

 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 142.258.800.196 

 b. Belanja Langsung 

  1). Semula Rp. 305.313.565.863 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 18.853.292.532 

 

 Jumlah  Belanja Langsung Setelah Perubahan  Rp. 324.166.858.395 
 

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )huruf a terdiri dari jenis 

belanja : 

 a. Belanja Pegawai  

  1). Semula Rp. 109.419.809.106 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 10.012.496.090 

 

 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 119.432.305.196 
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 b. Belanja Bunga  

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. - 

 c. Belanja Subsidi 

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. - 

 d. Belanja Hibah 

  1). Semula Rp. 2.000.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 7.520.000.000 

 

 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 9.520.000.000 

 e. Belanja Bantuan Sosial 

  1). Semula Rp. 4.880.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 306.495.000 

 

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial  Setelah Perubahan Rp. 5.186.495.000 

 

 f. Belanja Bantuan Keuangan  dari Provinsi 

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  Setelah Perubahan Rp. - 

 g. Belanja Tidak Terduga 

  1). Semula Rp. 500.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 500.000.000 

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )huruf b terdiri dari jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai  

  1). Semula Rp. 22.361.640.500 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 240.835.500 
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 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 22.602.476.000   

 b. Belanja Barang dan Jasa 

  1). Semula Rp. 73.988.036.087 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.548.890.256 

 

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan  Rp. 78.536.926.343 

 c. Belanja Modal 

  1). Semula Rp. 208.963.889.276 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 14.063.566.776 

 

 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 223.027.456.052 

 

Pasal 4 

(1). Pembiayaan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

  a. Penerimaan  

  1). Semula Rp. 3.500.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 36.431.411.242 

 

 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 39.931.411.242 

 a. Pengeluaran 

  1). Semula Rp. 1.000.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000 

2). Pembiayaan  Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari : 

 a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya  

  1). Semula Rp. 3.500.000.000 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. 36.431.411.242 

 

 Jumlah SILPA Tahun Anggaran Setelah Perubahan Rp. 39.931.411.242 
  

 b. Pencairan Dana Cadangan 

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah 

 Perubahan Rp. - 
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 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

 Setelah Perubahan Rp. - 

 

 d. Penerimaan Pinjaman Daerah 

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah 

 Perubahan Rp. - 

 

 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

 Setelah Perubahan Rp. - 

 

 f. Penerimaan Pinjaman Daerah  

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah 

 Perubahan Rp. - 
 

3). Pembiayaan  Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari : 

 a. Pembentukan Dana Cadangan  

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah 

 Perubahan Rp. - 

 

 b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 

  1). Semula Rp. 1.000.000.000 
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  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah  

 Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000 
 

 c. Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo 

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo 

 Daerah Setelah Perubahan Rp. - 

 

 d. Pemberian Pinjaman Daerah 

  1). Semula Rp. - 

  2). Bertambah/(berkurang) Rp. - 

 

 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. - 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud 

pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

 

1. Lampiran  I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD); 

2. Lampiran  II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

3. Lampiran  III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;  

5. Lampiran  V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Lampiran  VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. 
 

 

Pasal  6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai Landasan Operasional. 
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Pasal  7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

Penetapannya dalam Lembaran Daerah. 

 

 

    Ditetapkan di   Sanana 

    Pada Tanggal 13 September 2010 

    BUPATI KEPULAUAN SULA 

     

    TTD 

     

     AHMAD HIDAYAT MUS 

Diundangkan di Sanana 

Pada Tanggal 13 September 2010 

      SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SULA 
 

 

                        TTD  
 

              Ir. H. ARMAN  SANGADJI 

 

 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Salinan Sesuai Aslinya 

Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM 

Setda. Kabupaten Kepulauan Sula 

 

 

 

 

 

MUHLIS SOAMOLE, SH 

Penata Tk.I 

Nip. 19830712 200312 1 005  


